
BUPATI ACEH SINGKIL

Membaca

Menimbang : a.

KEPUTUSAN BUPATI ACE}I SINGKIL
NOitoR : ,?, /2d)9

TENTANG

PEMBERIAN IzlN USAHA PERKEBUNAN ( IUP )
KOIIODITI KELAPA SAWT DI KECA ATAN GUiIUI{G ERIAH

KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL

Surat Permohonan lzin Usaha Perkebunan dari PT. Alkaubar Nomor
0l/Al(/lll/2009 Tanggal 25 Maret 2009, seluas * 179 Ha yang terletak di
Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.

bahwa untuk meningkatkan produksi perkebunan, memperluas k$empatan
keria serta untuk memacu pe*embangan ekonomi, maka perlu
dikembangkan kegiatan investasi di daerah.

bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta usaha swasta, usaha
kop€rasi dan usaha ekonomi petani dalam mewujudkan agribisnis yang
terpadu dalam agroindustri dan saling menguntungkan yang dikelola secara
profesional dan proporsional.

bahwa untuk lebih memberdayakan dan mergalisasikan rencana
pembangunan memberikan lzin Usaha Petkebunan ( IUP ) bagi PT.
Alkautsar, dan untuk maksud tersebut perlu diteiapkan dalam suatu
keputusan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok -
Pokok Agraria ;

- Mengingat

b.

: '1.

2. Undang-undang Nomor 5l PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian
Tanah lanpa lzin Yang Befiak atau kuasannya ;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 Tonlang Pencabutan Hak-hak Atas
Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri s€bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1970

6. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistim Budllaya Tanaman;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun '1997 Tentang Ketentuan-ketenhran Poko*
Pengelolaan Lingkungan Hiiup;

8. Undang - undang No.nor 1,1 Tahun 1999 TentarE Pembenbkan K-r+*tr
Aceh Singkil ( Lembaran l{€g6ra Tahun 1999 t{ornor 48 Trtglrt
Lembaran ilegEra tlqrlo. 3827 );

9. Undang - udang l{anu 18 T$l.lrl 2(n.t T€nfrg PefteLtEr
10. l,ffiE{.k*E }tm. 19 TJrn Zna T€nf€ X€nrtr:r



11. Undang - undar€ t\bnd 33 Tdrn 2@a Terittg PetitbErt @
Antara Pemerinta-h Pt sat Dafl Pemeriri* Hr ( LtrrlErt t'qr' TJltl
2004 Nomor 126 );

12. Undang-Undang Nomor 1'l Tahun 2OOO TenfE Paner * A'eh:

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Terittng Pefiataan Ruang;

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OOB Tentang Perubahan lG - 2 Undang

undang= Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang Pemetintahan Daerah;

15. Peraturan Pemetintah Nomor 22 Tahun 't975 Tentang Penyerahan Sebagian

Urusan Pemerintah Pusat di Bkjang Perkebunan Besar kepada Daerah Tk l;

16. Peraturan Pemeriniah Republik lndonesia Nomor 8 Tahun 1993 Tentang

Penguasaan tanah-tanah Negara;

17. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak PakaiAtas Tanah;

18. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah;

19. Paraturan Pemerintrah Republik lndonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ):

20. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerinlah, Pemerintah Daerah

Provinsi, Dan Pemetintah Kabupaten/Kota;

21. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang

teki\nik Penyusuan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

Undang-und-ang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan

KePutusan Pteaiden;

22. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2OO3 Tentang Kebijakan Nasional di

Bidang Peftanahan;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-

Ketentuan Mengenai Tata Clra Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk

Perusahaan;

24. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Penanahan Nasional

Nomor 2 Tahun 1999 Tentang lzin Lokasi

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT 14012/2007 Tentang

Pedoman lzin Usaha Perkebunan;

26. Kepuiusan Gubemur Provinsi Nanggro€ Aceh Darussalam Nomor 47 Tahun
'1999 Tanggal 11 September 1999 Tentang lzin Lokasi;

27. Keputusan Gubemur Provinsi Nanggrr Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun

2oi)4 tanggal 31 Mei 2oo4 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan'

28. Keputusan Gubemur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor

52bt41F,f2WS Tanggal 28 Desember 2OO5 Tentang Pemberian lzin Usaha

Perkebunan (lUP) Komoditi Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Singkil

Memperhatikan: 1. Surat Kepah Oinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil

Nomor 592.11/49420@ tanggal 20 April 2009 Perihal Permohonan lzin

Usaha Perkebunan.

2. Te&adlan S[af Bupdi A.€h Singkil perihal Pennohonan lzin Llss€
Pedebuna C*n l-GlJ PT. Aikautsar s€hJas t 179 l-ia di Kec-6
Guutg lb'i*t EECc nt ACfl?oG-

1 lu P't?dfulct€ l(egitr' PengsrtaE l(re- Sl
P:.. bE d fl.rFE S-!F#u S'i'Ea l(e"lrsr 3i{,'!rII



Menetapkan ;

PERTAMA :

-KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

ffintn'sl(AH

Memb€rikanlzinUsahaPelkebunank€fdarlr.^nan!'s€l,.|sil79rb

ffii#fui mmn'il;;il;'sil"dn 
Keca'natan GunurE trrerbh

' ffiffIs'YL'; tl#iuffirJ ffiifiTt#l*;" tst ??m::il
Perkebunan dikeluarkan'

'li#Jlg*l#"iE""i?ff ,:,*:l-'l)"ilt"1:;:'H"Ji:"f a'':lffi I
pada instansi berwen"ng 

"""u"i 
i"t"'ituan dan prosedur yang berlaku

3. Menyiapkan jaminan tersedianvadf'H:;.r:1ffi,,f:l -l"':XU'f il;iffii:l
keoiitan budidaYa Perkebunar
deioan melaksanatan up"y",pligeloiaJ. t-ingtungan Hidup ( UKL ) dan

i;;"y;'P;;;4,"" Linski:rnsan Hidup ( UPL )'

4. Membuka lahan tanpa bakar dan meng€lola sumb€r daya alam secara

lestali.

S.Menqelolausahape*ebunansecaraprofesional,transparan,partisipatif'
berdiya guna dan berhasil guna'

O. Mengajukan permohonan persetujuan apabila akan mengadakan perubahan

jenis tanaman.

7. Membangun kebun untuk masyarakat disekitar minimal 20 % luas lahan yang

' ;;i;i;;i;^ t"lakukan kemitraan dengan petani-petani sekitarnva'

8. Melaporkan porkembangan fisik usaha perkebunan secara-berkala setiap per

'i"#$ilisilT:'f*'r"*;ratn::l:J$""s1"!T"I"i$[ffil
( Disbun Prov. NAD )'

9. Pe6etujuan/Dukungan terhadao keoiatan Pembukaan Lahan (Land Cl€aring)

daoat diterbitkan apaoira pemi'hon ieiatr memperoleh petia. hasil p€ngukuran

ffi::tHft; -i;tor'wii;;h i"J"n- iLn"nat'in Nasional Provinsi

Nanggro€ Aceh Darussalam

' Pembinaan dan Pengawasan usaha perkebunan sebaggimana.,yang dimaksud

detam Dlattm Peana Poiii"i ?;i;i;" obh 
-Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten nt"h 6ingiir 
-d;n-iiasilnya 

oitapo*an kepada Bupati

Aceh Singkil.

: Aoabila pemegang lzin Usaha Perkebunan dalam jangka waKu yang telah

ditetapkan tidak dapat meratsanarln'i"t"Jio"nnv" t6u"6aimana-tersebut pada

Diktam Peftama keputusan ';j:;;l; l;it U3aha Perkebunan vang telah

dib€rikan batal dengan sendirinya'

:KeDutusaninimulaib€rlakus€jaktanggalditetapkan.dengan-ketentuanapabila
dikemudian hari temyata t"i"pi'"i"x"fit"n dalam 

-penetapan ini akan

diperbaiki kembali sebagaimana mestint" 
on ooon o, ,,nno,
Pada Tanggal E i'tei 2009
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